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(Opini hbH. d.o P.ohmllr In0crprctrri Hufnr Xctrtuqrnrl Indoncdr)

Dinamika kBtotdnegarwn ho71r" ainajud*on dolam btenuanfonml yang hdrusdirytuhi
oleh lenbagalemboga negam sebagai alat'perleaglapan negam. Menorandm adolah
au cam yng ditelapfran sehagai benal DPR tefud4p lirprja hesi&n
dalan nalabouttn GBHN. DPR alan mcmlnb b4da MPR udu* me^gqdakan
Sidang Istlinewa, bila Presiden tidak nempeyhatllan Manomn4um DPR Eaebut .
Bpaltta Wg le1adt dt balik fenomena Mgmqran&tn fun Sifung Istimewa afulah
samtn ,a nuansa topentilryon plitlk berbagoi pla* yng terltbat, dany polemik
interytosi luhrm WnEt seberram),a telah dXdarc afurqn iegrtirrrasi fonral aus

,erNebut. Eal int ditanbah &ngn belwr membufulnqm letert.rrAnun
pafu supremasi hafun di kalangan Wlttlst Wg d1td,.k dalam Majelis don Parlemen,

Pcndrhuluen . .

Pro kontra di kalangan
masyarakat tcntang .penyelcnggaraan
Sidang Istimewa di Era Refornasi
2001 mcmbuahkan pertanyaen apakah
prosedur Sidang' Igtimowa melslui
Menorandum I dan Memorandum II
soh menurut Hukum Kotatanegaroan
Indonesia ?

Pertanyaan ini tatrrpck sedstsoa,
podahal jauaban atas pertanyaan ,ini
membutuh&an kejerniban analisa melalui'
intcrpretssi hukum ctandar dan oby€ktif.
Sundar yang dimalrsrd adalah m€rupok8tr
penafsiran s€bagsi surtu saraa begi
hulum untuk b€*embang s€suoi dengrc
masyan&afnla. (Satdjipo Rahardjo, 1986;
84).dalam tebcrlskuar'.h*um positif itu
sendiri. Pcmahaman stsndar iui merupetsn

ukuran kelayakan &o bulon pada tatuatr
nilsi id€al.

Pemahaman sah atau tidalnya
proscdur Memorandrmr I dan
Memorandum II, yurg fuDplikrsi penihisn
tenebut berlanjrf @ sah tidalnya Siarng
Istimews seti0gai sdah satu sarana
pertonggungiawaban Presiden di dcpan
MPR , bermula pada adanya pertcdaan
penafciranhukun t€rtadap ketcnturF
ketentran fomal bid.ng hukum
IGtatancgaraan

Keragrman pcnafsiran tcrhadap
hukum ketatanegaraan yang
menimbulkan konflik di kalangan elit
partai berdampak besar dan mahal,
karena persatuan bangsa dan rasa
kepercayaan masyarakat tcrhadap
kepastian hukum ketatanegaraan
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drpertaruhkan. Masalah ini juga sejak
awal diiadikan "keabsahan untuk
menghalalkan oa'ra-cai6 piira politisi
mencaDai kepentingan mereka, baik
pribadi maupun kepentingan kelompok
(baca:partai). Akhirnva. kepentingan
merekaloh yang "dihukumkan- seoara
sah". Pbrriasalahan' wibedaan
penafsiran di tingtat elit.. politik
seperti itu tidak akan pernah berhenti.,
bila kcpentingan mercka (orang
ataupun. partai) tidsk ditundukkan
kepada hukum. yang telah mereka
sepakati.

Permrsalahan ini harus disikepi
secara biiak dan dipilah atau diqeleksi
serta diidentifikasikan (legal problcm
idontifioation) (Sudikno Mertokusumo,
2000: 32-34).secara Dro'porsional bsik
pada tataran hukum ketatancgaraan
$€ita pcimssalrhan yang mana
menempati tatamn politiktrva.
Sehingga 'terhadap permasalrhan
tersebut da'Det diselesaikan secara baik
(juga ternasuk jaminan kcpastian
hukumnya)

" Dari uraian tersebut
diatas dapat' ditarik permasalahan:
"apakah prosedur'sidang isteinewa
melalui Memorandum I dan
Memorandun II Seh menurut Hukum
Tata Negars Reoublik Indonesia ?

Ulurrn Lcgrlitm Mrcehh
Kctrtrtrelarrrtr

' Pcnafsiran adalah kunci yang
pentinc dalam memahami, menerapkan
dan mcmberikan kepastian hukum.
Peaafsiran hukum terikat pada asas
proporsisalitas, eras subsider dan asos
keDatuton (I Dcwa Gede Atmadia :
1996 I h.5). oleh karena. bila produk
hukum ditafsirkon sebegsimana hukum
tersebut ditafsirkan- maka perbedaan
penafsiran tersebut akan berkurang dan.
berbagai kepcntingan. sec4ra. optimgl .
akan terakomodasi.

Selanjutnya analisa etas,
Dertanvarn di atas di dasarkan pada
aspek hukum dan aspek non hukum.
karena hukum realitanya tidak selalu
memDcngaruhi aspek kehiduoan
lainnya, t€rmasuk politik (Moh.
Mahfud, M.D; 1998 ; | - 7r. Di
samping itu. pcn€raDcn' mazhtb a law
as tool as a social engineering di
Indonesia tamoaknya masih iauh dari
harapan. Justru hal yang menonjol
dalam kehidupan bernegara adalah
terjadinya dominasi oolitik daripada
ftrngsi hukum sebagai perekayasa
masyarakat atau bahkan untuk
mewuiudkan kehidupan bernegara
yang menjunjung tinggi adanya
suoremasi hukum.

Sebagai negara yatrg
mengatasnamakan dan menjunjung
adanva suDremasi hukum. Indonesia
mcnempatkan peratuian perundang-
undangen sebagai sarana vital dan
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strategis untuk pengaturan negaranya.
(TAP MPR No. IV/MOR/1999 , Bab
III). Dalam Ilihu Perundang-undangan,
berlaku asas formal ddn asas material.
A. Hamid Attadriiii membagi asas
pembentukan peraiuran perundang-
undangan sebagai berikut:
a) Asas-asas formal, meliputi :

1. Asas tujuan jelas
2. Asas perlunya pengaturan
3. Asas organ / lembaga yang tepat
4. Asas materi muatan yang tepat
5. Asas dapat dilaksanakan
6. Asas dapat dikenali .

b) Adapun asas-asas material,
meliputi :
1) Asas sesuai dengan cita hukum

dan norma fundamental negEra
2) Asas sesuai dengan Hukum

Dasar Negara.
3) Asas sesuai dengan prinsip

Negara berdasar atas hukum
4) Asas sesuai dengan prinsip-

pnnsrp Pemerintahan
bedasarkan Sistem Konstitusi.
Dua asas pembentukan peraturan

perundang-undangan ini dipakai
sebagai kategori legalitas hukum
ketatanegaraan, artinya keabsahan
suatu pelaksanaan ketatanegaraan dapat
diukur dari sisi formal dan materialnya.
Sehingga ukuran legalitas ini bersifat
kumulasi. jadi "nilai legalitas"
haruslah berstandar ganda , baik legal
secara formal dan juga legal secara
materialnya. Di samping
digunakannya penafsiran hukum yang

tepat dan baik. Namun tidak bi.sa
dipungkiri masih ada permasalahan
kewenangan lembaga apa yang
memiliki otoritas untuk menyelesaikan
sengketa penafsiran yang timbul dari
lembaga tinggi yang berbeda. Karena
secara normatifpun MPR tidak
memiliki otoritas tersebut.

Analisa formal adalah analisa
terhadap lembaga dan kewenangannya
tepat, materi muatan yang tepat dapat
dilaksanakan, sehingga ada konsisten
antara aspek formal tersebut dengan
peraturan normatifnya, sedangkan
analisa material adalah analisa
terhadap isi atau substansi
permasalahan dalam Memorandum dan
Sidang Istimewa tersebut.

Sidang Ist imewa Dalam Sistem
Ketrtrneg|raan RI

Negara sebagai organisasi
kekuasaan (Samidjo;1997:33)
memilih pola dan sistem tertentu untuk
mencapai tujuan dan mempertahankan
kesinambungan kehidupan dinamika
negara. UUD 1945 sebagai hukum
dasar negara yang berkedudukan
sebagai superior constitution karena
dihasilkan sebagai the hasist of the
national of the state , pasal I ayat (2\
nya menyatakan: Kedaulatan adalah di
tangan rakyat , dan dilakukan
sepenuhnya oleh MPR adalah alat
perlengkapan negara yang
melaksanakan kedaulatan rakyat (Sri
Soemantri, 1985). Sebagai pelaksana
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kedaulatan, untuk daPat melakukan
' kedaulatan tersebut, maka diberikan

tugas dan wewenang, Yang tugas MPR
ini berhubungan satu sama lain dengan
welvenangnya. 'AdaPun tugas MPR
sebagai Pemegang dan Pelaksana
sepenuhnya kedaulatan rakyat adalah
menetapkan UUD, Yang dalam hal ini
MPR berkedudukan sebagai the

founders of the state (Sri Soemantri;
l9E7:5). MPR juga menetaPkan
GBHN, dalam hal ini Presiden
berkedudukan sebagai Mandataris MPR

, oleh karena itu MPR berwenang
untuk meminta pertanggungiawoban
Presiden dan menilai laPoran
pertanggungiawaban Pelaksanaan
GBHN(Pasal 4 TAP MPR No.
I/MPR/1978 jo TAP MPR No.
r/MPR/1973).

Permasalahan berikutnya Yang
timbul adalah dalam wadah/sarana
apakah pertanggungiawaban Presiden
diberikan dan kapankah
pertanggungiawaban tersebut diberikan

' serta dalam kapasitas aPa sajakah
pertanggungjawaban tersebut diberikan
. Pengaturan terhadap permasalahan
inipun tidak diatur secara tegas dalam
UUD 1945. Dalam kaitannYa dengan
masalah Pertanggungajowaban, MPR
dalam melakukan tugas dan
wewcnangnya diberikan sarana rapat
sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari acara sidang (pasal 2 (2\) 'Pasal 2
ayat (2) menyatakan MPR sedikitnya
melakukan sidang satu kali dalam 5

tahun. Hal ini apakah bisa ditafsirkan
bahwa sistem dan prosedur sepenuhnya
didelegasikan pengaturannya kepada
MPR.. Lebih lanjut dalam Bab GBHN
dan Laporan Pertanggungiawaban
Presiden /Mandataris MPR, dinyatakan
dalam hal penerimaan laPoran
pertanggungjawaban diadakan Rapat
Paripurna Majelis. Sedangkan dalam
laporan pertanggungiawaban Yang
diminta oleh DPR kePada MPR
dilakukan dalam Sidang Istimewa

Lebih lanjut dalam TAP MPR
No. IIIiMPR/1978 yang mengatur
tentang mekanisme pengawasan yang
dilakukan oleh MPR termasuk DPR
kepada Presiden tentang Pelaksanaan
GBHN. Adapun tata kerjanYa adalah
sebagai berikut: dalam Pasal 4 MPR
berwenang memberhcntikan Presiden
sebelum habis masa jabatennya. Dalam
pasal 5 (l) Presiden tunduk dan
bertanggung jawab kePada MPR dan
pasal 5(2) Presiden wajib memberikan
pertanggungiawabannya di hadapan
sidang istimewa yang khusus untuk
pelaksanaan Haluan Negara Dalam
pasal 7-nya,menyatakan anggota DPR
berkewajiban mengaw4si tindakan
Presiden dalam pelaksanaan GBHN,
apabila Presiden sungguh-sungguh
melanggar Haluan Negara DPr
mengingatkan Presiden dengan
menyampaikan Memorandum dalam
waktu 3 bulan, bila Presidcn tidak
memperhatikan, maka Memorandum
yang ke-2 disampaikan dan bila dalam
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waktu I bulan Memo II tersebut iidak
diindahkan DPR dapat minta MPR
untuk mengadakan .s-idang istimewa
untuk minta pertanggungj awaban
Presiden.

Secara kritis. mekanisme ini
telah mengatur pertanggungiawaban
publik (politik dan hukum) Presiden .
Artinya sidang istimewa adalah sarana
bagi rakyat untuk mengawasi,
meningingatkan, meminta, bahkan
menilai Presiden dalam melaksanakan
GBHN, melakukan. kekuasaan
Pemerintahan tertinggi yang harus
didasarkan pada mekanisme
ketatanegaraan,yang telah ditetapkan
dalam peraturan, perundang-undangan
yang. berlaku, Jadi sidang istimewa
yang dilakukan dalam masa
kepemimpinan Presiden Abdurrahman
Wahid ini, merupakan bagian dori
pelaksanaan dari sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia dan bukan
merupakan mekanism€ .rekayasa yang
baru dan aneh. Karena akses
pengawasan dan adanya penilaian atas
suatu pelaksanaan kepemimpinan
adalah merupakan sarana dan
konsekuensi logis dari keberadaan
neg&ra-

Arpek Formrl Menorandum l)an
Sidang lrtinews

Sebagai pelaksana kedaulatan
rakyat, ini berarti MPR adalah
pemegang kekuasaan tertinggi
(untergeordnet) di atas lembaga-

lembaga negara lainnya (Sri Soemantri
;1992 ; h.95). Selanjutnyo MPR juga
berwenang menetapkan UUD dan
GBHN (pasal 3), di samping secara
eksplisit ditegaskan MPR memilih
Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6
jo pasal 9 UUD 1945 Amandemen I).
UUD 1945 memang tidak mengatur
secara tegas bentuk produk hukum
MPR, namun dalam praktek
ketatanegaraan telah digunakan
ketetapan MPR dan. keputusan MPR
telah ditetapkan sejak tahun 1973
berturut-turut dalam TAP MPR No.
I/lv{PR/1973. TAP MPR No. I/MPR/
1978 dan TAP MPR No.
I/MPR/1983(pasal 100 TAP MPR.
No.I/MPR/1978 jo pasal 90 TAP MPR
/1999). Hal ini juga dipertegas dalam
TAP MPR No.III/MPR/2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan Perundaog-undangan yang
menyatakan : Ketetapan Majelis
Pe rmusyawaratan Rakyat merupakan
putusan Majelis Permusyawaratan
Rakyat sebagai pengemban kedaulatan
rakyat yang ditetapkan dalam sidang-
sidang MPR (pasal 3 (2)). Sungguhpun
MPR sebagai Lembaga Tertinggi
Negara dapat mengeluarkan dua
produk hukum yang mempunyai
derajat yang berbeda (Sri Soemantri;
1987: l2). Oleh karena itu, dari sisi isi
(muatan materi ) TAP MPR tidak boleh
bertentangan dengan UUD 1945.

Masih dalam TAP MPR
III/MPR/2000 tata urutan peraturan
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perundang-undangan Republik
Indonesia adalah : LIUD 1945 ; TAP
MPR ; UU ; PerPu konsistensi dan
ketaat azasan Pengaturan secara
formal.

Berkenaan dengan masalah
diadakannya Sidang Istimewa melalui
Memorandum I dan Memorandum II
TAP MPR VMPR/1978 tentang
Peraturan Tata Tertib MPR Bab
Wewenang Majelis, dalam Pasal 4 (d),
MPR berwenang meminta

dari'
mengenai

dan menilai
tersebut.

pertanggungiawaban
Presiden/Mandataris
pelaksanaan GBHN
pertanggungiawaban
Sedangkan dalam pasal 107 dijelaskan
bahwa laporan pertanggungiawaban
tersebut diberikan dalam Sidang
Istimewa yang diminta oleh DPR,
artinya Sidang lstimcwa ini melalui
prosedur adanya unsur penundaan dari
DPR.

Lebih lanjut dalam TAP MPR
IIVMPR/1978 jo TAP MPR
II/MPR/1999, pasal .7 mengatakon:
DPR dalam menjalankan fungsi
pergawasan dalam rangka pelaksalaan
GBHN. maka DPR wajib
menyampaikan Memorandum. Dalam
waktu tiga bulan, bila Presiden tidak
memperhatikan Memorandum I" DPR
menyampaikan Mpmorandum II.
Apabila dalam waktu I bulan
Memorandum II tidak diindahkan oleh
Presiden, maka DPR daPat meminta
Majelis adakan Sidang Istimewa untuk

meminta Pertanggung jawaban
Presiden.

Berdasarkan ketentuan hukum
ketatanegaraan positif yang berlaku
tahapan yang dilakukan oleh DPR
adalah legal-konstitusional. Artinya
secara prosedural tidak ktetentuan
normatif yang dilanggar oleh DPR
ataupun MPR. Hal ini masih terlepas
dari peiinasalahan' substansialnya,
termasuk pro-kontra sah atau tidaknya
pcmbentukan pansus di DPR

Aspek Material Proges Menuiu
Sidrng lrtimcwe

Memorandum I DPR kePada
Presiden berisi tentang adanya dugaan
mega Skandal koruPsi Yanatera
Buloggate dan Bruneigate Yang
melibatkan Presiden. Permasalahan
materinyo adalah legal i tas
pembentukan Panitia Khusus(Pansus)
proses penyelidikan DPR dan indikasi
bahwri Presiden telah benar'benar
melanggar haluan negara.

Dalam hal legalitas
pembentukan pansus; UU No. 4 Tahun
1999 tidak secara tegas
mendelegasikan P'€ngaturan alat
kelengkapan DPR tersebut kepada Tata
Tertib DPR (pasal 37 UU No. 4 Tahun
199). Hal ini yang perlu dikaji dari
pembentukan pansus, 'Yang
dimaksudkan sebagdi alat untuk
rnelakukan tugas dan wewenang DPR
proses pengesahannya di "qnti
dateer":, artinya pansus bekerja

Arqlito trr.idit Protedtr llcnorsndsa I
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terlebih dahulu, baru diberikan
pengesahannya untuk memenuhi
prinsip pemberitahuan formal,
iehingga asas peraturan negara telah
dikenali (Kenbaar) (Maria Farida,
Indah Suprapto, 1998 ; 177)' tidak
diindahkan atau tidak dilalsanakan.
Hal ini bisa diartikan bahwa
pembentukan Pansus tersebut ti dak sah
secara formal.

DPR ' dalam melakukan fungsi
pengawasannya diberikan haknYa,
yaitu Hak meminta keterangan kepada
Presiden. Hak mengadakan
penyelidikan dan hak mengajukan
pernyata4n pendapat. Hak yang ketiga'
memberikan wuj ud dari hak tersebut ,
adalah Memorandum, disamping wujud
lainnya (Max Bobay; 1994 ;73) Pada
tahap ini, masalah pembentukan pansus
perlu dikoreksi secara obyektif atau
lebih te pat Perlu mekanisme
pengaturan secara tegas.

Mengkritisi s€cara obYektif
terhadap kasus Yanatera Buloggate dan
Bruneigate, harus didasarkan atas ada
atau tidaknya "Indikasi" Presiden
sungguh-sungguh melanggar haluan
negara. Apabila secara positif dari
indikasi yang ada Presiden Patut
diduga, terkait &tau bahkan melakukan
tindak korupsi, berarti Presiden telah
melanggar visi dan misi dari negara
dan bangsa (Bab III angka (10) dan
arah kebijakan hukum angka (8) -
GBHN-TAP MPR No.IV/MPR/1999 jo

UU No. 20 Tahun 1999 tentang pejabat

Penyelenggara bersih KKN' Indikosi
bahwa Presiden telah sungguh:sun$$uh
melanggar Haluan Negera ini harus
secara yuridis bisa dibukfikan

Berkenaan dengan materi
Memorandum I DPR, Y4ng
disampaikan kepada Presiden dinilai
telah melamPaui wewenang dan
tugasnya, karena dianggaP telah
melakukan kapasitas tugas kejaksaan
(pasal 27 UU No. 5 Tahun 5 Tahun
l99l). TerhadaP masalah ini, Perlu
dibuatnya undang-undang tentang
lembaga Kepresidenan, yang meng&tur
pula pertanggungiawaban hukum
seorang Presiden. Namun perlu juga

dipikirkan tentang kemandirian
lembaga Kejaksaan Agung, sehingga
dalam hal menjalankan fungsi
pengawasannya. DPR daPat meminta
keterangan secara resmi dari Kejaksaan
Agung atas dasar kewenangan
penyelidikannya mengingat adanya
"aksi" dari Kejaksaan Agung (yang
notabene diangkat oleh Presiden).,
rrengeluarkan Pernyataan atas
ketidakterlibatan Presiden dalam kasus
tersebut di atas, beberapa saat setelah
Memorandum II dari DPR
disampaikan. Apakah dalam hal ini
pcrlu dipertanyakan keberpihakan
Kejaksaan Agung Presiden?

Penutup
Ada beberapa titik Permasalahan

yang hendaknya disikapi secara arif
oleh setiap pengemban kekuasaan
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negara kita. Pergulatan kepentingan
politik hendaknya dinyataken selesai,-ketika 

telah dicapai kcsepakatan
(hukum). Kita tundukkan Segala
kepentingan tcrsibut dolam supremasi
hukum.

Nitai legalitas dalam *aidoh
hukum hendaknya selatu dipahami dari
kumulasi legalitas proscdur (formel)
dan materialnya. SeCara unum,
hendaknya disadari Sidang Istimlws'
tenipat dimana Presidcn membcrikan
laporan pcrtanggungiawaban di depan
UPn tidak dimaksudkan sebagai
*vonis" bcrhcntinya Presiden dari
jebatennya, akan tctaPi lebih
dltekankan kepada cara mempcrbaiki
kinerja Presiden.

Hal yang Perlu
diftkoncndasikan dalam tulisan ini
adalah perlunya dilembegakan
ketraldirian Jaksa Agung sebagai
lembala peloksana penegakan hukum
di samping lcdbaga lainnYa
(Mahkamah Agung dan Kcpolisian RI).
Mengingat yang selama id, timblga
Kejaksaan Agung ditundukkan kepirda
kckuasaan Eksekufif, damPak Yang
timbul adalah diragukannya masalah
kcmandirian Kejaksaan Agung, ketika
harus rctakukad proses penyelidikan
kasus-kasus KKN Yang dilakukan
oleh pcjabat-pcjabat Ncgara.
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